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ABSTRACT 

Flooding in Bandung Regency is associated with the area's physical 

conditions, river networks, surface runoff, and the expansion of built-up areas. 

Flood-prone areas need to be understood as disaster-affected zones and as spaces 

that require attention in land management and spatial utilization. This study aims to 

analyze the distribution of flood hazards, the potential social, economic, and 

environmental impacts, the spatial-use suitability within flood hazard areas, and the 

priority locations of flood-prone areas to support the determination of Potential 

Land Consolidation Objects (POKT) in Bandung Regency. This research applies a 

quantitative spatial approach through spatial data processing, document study, GIS 

overlay, scoring, and field verification. The results show that flood hazard areas 

cover 28,590.7 ha or 16.42% of Bandung Regency, with the high-hazard class 

occupying the largest area at 10,718.9 ha. The potentially exposed population 

reaches 2,413,272 people, while potential physical and economic losses are 

estimated at approximately IDR 48.29 trillion. Built-up areas within flood hazard 

zones cover 6.062,58 ha, consisting of 5.697,65 ha (93,98%) in accordance with the 

Regional Spatial Plan and 364,93 ha (6,02%) not in accordance with it. The priority 

classification of 218 villages and sub-districts identifies 114 low-priority, 91 

medium-priority, and 13 high-priority areas. The main priority locations are Desa 

Manggahang, Desa Andir, Desa Rancamanyar, Desa Pasawahan, Kelurahan 

Dayeuhkolot, and Desa Sangkanhurip, which show the intersection of high flood 

hazard, built-up land, socio-economic impact, and spatial-use suitability. This study 

concludes that the priority analysis of flood-prone areas can serve as an initial input 

for determining POKT and planning land consolidation. Local government and the 

Land Office are advised to use these results as an initial basis, with further 

assessment at a more detailed scale before determining implementation locations. 
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BAB I  

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Pembangunan berkelanjutan merupakan agenda global yang menekankan 

perlunya keseimbangan antara aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi sebagai dasar 

dalam penyusunan arah pembangunan di berbagai negara. Agenda ini diatur melalui 

Sustainable Development Goals (SDGs), yang mencakup berbagai tujuan 

pembangunan, termasuk pengelolaan permukiman dan penyesuaian terhadap risiko 

bencana (Rahmadi dkk., 2021). Dalam kerangka tersebut, SDG 11 tentang Kota dan 

Permukiman Berkelanjutan memuat sasaran terkait penyediaan permukiman yang 

aman dan tertata (Maulidya, 2025). Kemudian SDG 13 tentang Aksi Iklim memuat 

sasaran terkait peningkatan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim, termasuk 

fenomena meningkatnya curah hujan dan kejadian banjir (Leontinus, 2022).  

Agenda pembangunan berkelanjutan tersebut kemudian diintegrasikan ke 

dalam perencanaan nasional melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Nasional (RPJMN). RPJMN ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 12 

Tahun 2025 dan memuat arah kebijakan pengurangan risiko bencana, penguatan 

ketahanan iklim, serta penataan ruang yang mempertimbangkan kondisi 

lingkungan. Arah kebijakan tersebut dilaksanakan melalui program pengelolaan 

kawasan rawan bencana, penyediaan infrastruktur adaptif, serta peningkatan 

kualitas pengelolaan ruang.  

Menurut M. G. Baihaqi dkk. (2025), bencana alam seperti banjir di 

Indonesia memengaruhi perkembangan permukiman dan pola pemanfaatan ruang 

pada berbagai wilayah. Perubahan penggunaan lahan, peningkatan kawasan 

terbangun, dan variasi kondisi lingkungan menjadikan sejumlah daerah lebih rentan 

terhadap genangan dan limpasan air (Kodoatie, 2021). Dinamika lingkungan dan 

aktivitas pembangunan ikut membentuk pola ruang yang digunakan masyarakat. 

Penataan ruang dan pertanahan menjadi penting karena pengaturan penguasaan, 

pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah memberikan dasar bagi 

pengorganisasian wilayah (Arba, 2022). Melalui pengaturan tersebut, arah 
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pemanfaatan ruang dapat disesuaikan dengan kondisi fisik lahan, kebutuhan 

kegiatan masyarakat, dan pola ruang yang berkembang di tingkat lokal maupun 

regional (Ridwan & Achmad Sodik, 2023). 

Karakter bentang lahan Kabupaten Bandung tersusun atas wilayah datar 

dengan kemiringan lereng 0 sampai <8% hingga kawasan pegunungan berlereng 

sangat curam (>45%), yang berkaitan erat dengan tingginya frekuensi kejadian 

banjir (BPBD, 2025). Variasi kemiringan tersebut diikuti oleh perbedaan elevasi 

yang signifikan, mulai dari wilayah dataran rendah pada kisaran ±600 sampai 750 

meter di atas permukaan laut hingga kawasan pegunungan yang mencapai  >2.429 

meter di atas permukaan laut (BPS, 2025).  

Secara hidrologis, wilayah Kabupaten Bandung berada dalam sistem 

Daerah Aliran Sungai Citarum dan dilalui oleh beberapa sungai utama, seperti 

Cikapundung, Cikeruh, Citarik, Cirasea, Cisangkuy, dan Ciwidey, beserta anak-

anak sungainya yang membentuk jaringan aliran utama (Fadhil dkk., 2021). Aliran 

Sungai Citarum bermula dari kawasan Situ Cisanti di lereng Gunung Wayang-

Windu, kemudian melintasi wilayah Kabupaten Bandung, dan berakhir di Muara 

Gembong pada pesisir Laut Jawa (Baihaqi dkk., 2023). Posisi Kabupaten Bandung 

yang berada pada zona tengah dalam sistem aliran tersebut menyebabkan wilayah 

ini menerima akumulasi debit dari daerah hulu sekaligus menghadapi keterbatasan 

pelepasan menuju hilir akibat sedimentasi, keberadaan kawasan bertopografi 

rendah di sepanjang alur sungai, serta keterbatasan kapasitas saluran (Subiantoro, 

2025). Interaksi antara peningkatan debit dari wilayah hulu, fungsi wilayah tengah 

sebagai zona akumulasi, dan hambatan aliran menuju hilir membentuk kondisi 

struktural yang menyebabkan kawasan permukiman di Kabupaten Bandung tetap 

rentan terhadap banjir meskipun berada pada kawasan dataran tinggi (Rachman 

dkk., 2025). 

Meskipun Kabupaten Bandung secara regional termasuk dalam kawasan 

dataran tinggi Jawa Barat, kondisi tersebut tidak secara otomatis menghilangkan 

potensi banjir. Menurut Muin dkk. (2015), wilayah dengan elevasi relatif lebih 

rendah di bagian tengah Kabupaten Bandung berperan sebagai zona akumulasi 

limpasan dalam sistem aliran DAS Citarum. Wilayah pegunungan di bagian selatan 
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dan timur sebagai daerah tangkapan air utama menghasilkan limpasan permukaan 

dalam jumlah besar pada saat curah hujan tinggi, terutama ketika daya resap tanah 

menurun akibat perubahan penggunaan lahan. Limpasan tersebut selanjutnya 

terdistribusi melalui jaringan Sungai Citarum yang menghubungkan wilayah hulu, 

tengah, dan hilir secara fungsional (Juwono & Subagiyo, 2017). 

Bencana banjir yang terjadi di Kabupaten Bandung umumnya ditandai oleh 

kondisi fisik banjir berupa genangan air dengan ketinggian yang bervariasi dan 

merendam permukiman selama periode hujan intensif. Kejadian ini muncul hampir 

setiap tahun, terutama pada wilayah yang berada di dataran rendah dan jalur aliran 

permukaan, sehingga air dapat memasuki rumah penduduk dan menghambat 

aktivitas masyarakat. Mardiatno & Marfai (2021) menjelaskan genangan cenderung 

bertahan pada area yang memiliki kemampuan resap tanah terbatas serta sistem 

drainase yang tidak mampu menyalurkan limpasan air secara cepat. Menurut 

Wicakso (2023), kejadian banjir di Kabupaten Bandung cenderung berulang pada 

wilayah bertopografi rendah, berkembang sebagai kawasan terbangun, dan berada 

pada jalur aliran permukaan. Keterhubungan wilayah tersebut dengan sistem DAS 

Citarum membuat genangan tidak hanya dipengaruhi oleh curah hujan lokal, tetapi 

juga oleh akumulasi aliran dari kawasan hulu. Kapasitas sungai dan saluran air yang 

terbatas dalam menampung limpasan pada saat hujan berintensitas tinggi turut 

memperbesar kemungkinan terjadinya banjir pada wilayah permukiman (Suprayogi 

dkk., 2024). 

Dalam rentang tahun 2019 hingga tahun 2025, terjadi 153 kali peristiwa 

banjir dengan dampak signifikan tercatat di Kabupaten Bandung dan menunjukkan 

pola kerentanan yang konsisten pada sejumlah kecamatan. Berdasarkan data dari 

BNPB (2019), hujan intensif pada bulan Maret memicu banjir di 10 kecamatan dan 

berdampak pada lebih dari 22.105 kepala keluarga, sehingga permukiman dan akses 

jalan lingkungan berada dalam kondisi tergenang. Kemudian, peristiwa berdampak 

besar kembali terjadi pada November 2024 ketika banjir dan longsor melanda 8 

kecamatan serta 30 desa atau kelurahan. Kejadian tersebut menyebabkan 2.014 

rumah terdampak, dengan 12.250 kepala keluarga dan 35.262 jiwa mengalami 

gangguan terhadap aktivitas harian, sementara fasilitas umum seperti satu sarana 
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kesehatan, dua sarana ibadah, dan 427 satuan pendidikan turut berada dalam kondisi 

tergenang (BNPB, 2024). Dampak terbesar dalam periode tersebut tercatat pada 7 

Maret 2025 ketika luapan Sungai Citarum merendam 13 kecamatan dan 33 desa, 

dengan 10.036 rumah dan sekitar 61.676 jiwa berada dalam kondisi terdampak 

(BPS, 2025).  

Menurut Wicakso (2023), rangkaian kejadian banjir ini berkaitan dengan 

beberapa kondisi wilayah, yaitu topografi yang relatif rendah, perkembangan 

kawasan terbangun yang mengurangi daya resap tanah, dan posisi pada jalur aliran 

permukaan. Wilayah dengan karakter seperti itu, ditambah keterkaitannya dengan 

sistem aliran Daerah Aliran Sungai Citarum, memiliki kerentanan tinggi terhadap 

banjir berskala besar. 

Mitigasi bencana merupakan salah satu komponen utama dalam manajemen 

risiko bencana yang bertujuan untuk mengurangi potensi kerugian dan dampak 

buruk yang mungkin ditimbulkan oleh suatu bencana (Ritnawati dkk., 2025). 

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana 

merumuskan mitigasi sebagai rangkaian upaya untuk menekan risiko bencana, baik 

lewat pembangunan fisik maupun lewat penyadaran dan peningkatan kemampuan 

masyarakat menghadapi ancaman.  

Upaya pemerintah dalam mengatasi banjir di Kabupaten Bandung 

dilakukan melalui berbagai langkah mitigasi struktural dan nonstruktural yang 

diarahkan untuk mengurangi potensi limpasan air serta memperbaiki kondisi 

lingkungan permukiman. Pemerintah telah melakukan normalisasi aliran sungai 

melalui pengerukan sedimentasi, pembangunan dan penguatan tanggul pada titik-

titik rawan, perbaikan jaringan drainase lingkungan, serta pembangunan embung, 

kolam retensi, dan bangunan perkuatan tebing sebagai bagian aspek mitigasi 

struktural (L. H. Baihaqi dkk., 2023). Revitalisasi aliran sungai yang dilakukan 

Satuan Tugas Citarum Harum juga menjadi bagian dari upaya mitigasi 

nonstruktural melalui kegiatan pengurangan sedimentasi, penanganan sampah, dan 

pengelolaan lahan kritis di sepanjang bantaran sungai yang dapat memperbaiki 

kelancaran aliran air. Selain itu, pengaturan kembali penggunaan lahan pada 

wilayah yang berada di jalur aliran air dilakukan untuk menyesuaikan pola 
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pemanfaatan ruang dengan karakteristik fisik lingkungan pada kawasan rawan 

banjir (Herawati dkk., 2023). 

Pada sisi nonstruktural, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) 

menjalankan sejumlah program kesiapsiagaan untuk memperkuat kemampuan 

masyarakat menghadapi banjir. Program itu mencakup penyediaan informasi rawan 

bencana, pelatihan mitigasi bagi aparatur dan warga, pembentukan relawan 

penanggulangan bencana, serta pengoperasian sistem peringatan dini yang 

memberi pemberitahuan saat debit air dari hulu meningkat (M. Baihaqi dkk., 2023).  

Keadaan banjir yang berulang pada beberapa kecamatan di Kabupaten 

Bandung menggambarkan perlunya pengaturan ruang yang tidak hanya bergantung 

pada pendekatan fisik, tetapi juga pada pengelolaan tanah yang menata hubungan 

antara penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah (Wicakso, 

2023). Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah 

mengatur terkait penyelarasan penggunaan lahan dengan kebutuhan pengurangan 

risiko banjir melalui pengendalian perkembangan kawasan terbangun, penetapan 

batas pemanfaatan ruang, dan pemberian kepastian legalitas yang mendukung 

pengelolaan ruang secara tertib (Fairuzzen dkk., 2024). Sejalan dengan itu, Juwono 

& Subagiyo (2017) menjelaskan bahwa peran tersebut meliputi penataan kembali 

bidang tanah pada kawasan rawan, pengaturan intensitas penggunaan lahan, dan 

penyusunan pola ruang yang tidak meningkatkan tekanan pada wilayah dengan 

topografi rendah yang berperan dalam sistem aliran permukaan.  

Kebutuhan penataan kembali bidang tanah pada kawasan rawan banjir 

tersebut dapat dijawab melalui Konsolidasi Tanah. Berdasarkan Peraturan Menteri 

Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 12 Tahun 2019 

tentang Konsolidasi Tanah, Konsolidasi Tanah menata kembali penguasaan, 

pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah agar sesuai dengan rencana tata 

ruang, sekaligus meningkatkan kualitas lingkungan dengan melibatkan partisipasi 

aktif masyarakat. Menurut Fitrianti & Fadhilah (2018) menyatakan bahwa relokasi 

memindahkan penduduk atau pengendalian pemanfaatan ruang yang membatasi 

penggunaan lahan, sedangkan Konsolidasi Tanah menata langsung susunan bidang 

tanah pada kawasan yang sama dan menyediakan prasarana dasar tanpa mengurangi 
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hak masyarakat atas tanahnya. Mekanisme tersebut menjadikan Konsolidasi Tanah 

sesuai untuk kawasan rawan banjir yang telah terbangun dan memerlukan penataan 

tanpa memindahkan permukiman (Subekti dkk., 2021). 

Secara normatif, pelaksanaan Konsolidasi Tanah bertumpu pada kerangka 

hukum pertanahan nasional. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang 

Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) menjadi landasan filosofis 

pelaksanaan Konsolidasi Tanah karena memberikan kewenangan kepada negara 

untuk mengatur peruntukan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah bagi sebesar-

besarnya kemakmuran rakyat. Pengaturan lebih lanjut mengenai pemanfaatan tanah 

dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang 

Penatagunaan Tanah, yang menegaskan bahwa penggunaan lahan harus 

diselaraskan dengan rencana tata ruang serta mempertimbangkan fungsi ruang yang 

ditetapkan pemerintah.  

Ketentuan teknis dan prosedur Konsolidasi Tanah diatur secara rinci dalam 

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional 

Nomor 12 Tahun 2019 tentang Konsolidasi Tanah. Peraturan ini mengatur asas, 

tujuan, tahapan pelaksanaan, peran peserta, pembiayaan, sampai penetapan hasil 

kegiatan. Pada tataran kebijakan yang lebih luas, Peraturan Presiden Nomor 86 

Tahun 2018 tentang Reforma Agraria memosisikan Konsolidasi Tanah sebagai 

agenda penataan struktur penguasaan tanah sekaligus peningkatan kualitas 

lingkungan permukiman demi pemerataan akses terhadap ruang yang lebih layak. 

Dalam penyelenggaraan Konsolidasi Tanah, tahap perencanaan merupakan 

bagian awal yang memuat kegiatan pengenalan dan penggambaran kondisi kawasan 

yang akan ditata. Pada tahap ini, identifikasi Potensi Objek Konsolidasi Tanah 

(POKT) dilakukan untuk menyajikan gambaran awal kondisi kawasan berdasarkan 

karakteristik fisik lingkungan, pola pemanfaatan ruang, serta struktur kawasan 

secara umum (Febrianto, 2024). Identifikasi tersebut ditempatkan sebelum 

penetapan lokasi Konsolidasi Tanah berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan 

Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Konsolidasi Tanah yang bertumpu pada data fisik dan lingkungan serta data 

pertanahan suatu kawasan (Sari, 2022). Data fisik dan lingkungan mencakup 
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topografi, penggunaan tanah, ketersediaan dan kondisi prasarana, sarana, dan 

utilitas, daya dukung dan daya tampung lingkungan, serta aspek kebencanaan, 

sedangkan data pertanahan mencakup bentuk dan luas bidang tanah, data pemegang 

hak, dan status kepemilikan tanah. Hasil pemetaan dan analisis kawasan tersebut 

dituangkan dalam Peta Potensi Objek Konsolidasi Tanah yang digunakan untuk 

menentukan strategi pengembangan lokasi Konsolidasi Tanah. 

Meskipun kerangka regulasi telah memberikan dasar bagi penyelenggaraan 

Konsolidasi Tanah, penerapannya pada kawasan banjir di Kabupaten Bandung 

belum tercatat dalam praktik penataan ruang dan pertanahan, sehingga terdapat 

perbedaan antara ketentuan yang tersedia dan pelaksanaannya di lapangan. Kondisi 

permukiman yang berada pada wilayah bertopografi yang relatif rendah di kawasan 

antarpegunungan, serta pemanfaatan ruang yang tidak selaras dengan daya dukung 

dan kemampuan lahan, serta kebutuhan perbaikan bidang tanah memberikan 

peluang bagi pelaksanaan Konsolidasi Tanah untuk menata ulang susunan ruang 

melalui penyesuaian bidang tanah, penataan ulang lokasi hunian, dan penyediaan 

prasarana dasar yang lebih sesuai dengan karakteristik hidrologis wilayah. 

Tingkat kerawanan banjir di Kabupaten Bandung tidak seragam 

antarwilayah dan cakupannya cukup luas. Sebaran yang luas tersebut tidak 

memungkinkan seluruh kawasan ditata secara bersamaan, sementara 

penyelenggaraan Konsolidasi Tanah berlangsung melalui tahapan yang berurutan 

dan bergantung pada ketersediaan sumber daya. Keadaan tersebut menuntut adanya 

penentuan lokasi prioritas agar penataan dapat diarahkan pada kawasan yang paling 

membutuhkan sekaligus paling sesuai dengan karakteristik Potensi Objek 

Konsolidasi Tanah. 

Banjir yang berulang di Kabupaten Bandung berkaitan dengan kondisi fisik 

wilayah, sistem aliran sungai, dan pola pemanfaatan ruang permukiman. Persoalan 

tersebut tidak berhenti pada aspek kebencanaan, tetapi juga menyentuh penataan 

ruang dan pertanahan, sehingga kawasan rawan banjir perlu dipandang sebagai 

ruang yang membutuhkan penataan. Berdasarkan kerangka tersebut, penelitian ini 

bertujuan menganalisis lokasi prioritas kawasan rawan banjir di Kabupaten 
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Bandung sebagai masukan bagi penentuan Potensi Objek Konsolidasi Tanah pada 

tahap perencanaan Konsolidasi Tanah. 

B. Rumusan Masalah 

Penanganan banjir di Kabupaten Bandung menghadapi wilayah dengan 

tingkat kerawanan yang berbeda beda, sehingga wilayah yang paling memerlukan 

penataan perlu dikenali lebih dahulu. Penelitian ini mengenali wilayah prioritas 

melalui tiga aspek, yaitu bahaya banjir, potensi dampak sosial ekonomi dan 

lingkungan, serta kesesuaian pemanfaatan ruang. Hasilnya menjadi masukan awal 

bagi perencanaan Konsolidasi Tanah untuk mendukung penentuan Potensi Objek 

Konsolidasi Tanah (POKT) di Kabupaten Bandung. Berdasarkan uraian tersebut, 

rumusan masalah penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana sebaran bahaya banjir, potensi dampak sosial ekonomi dan 

lingkungan, serta kesesuaian pemanfaatan ruang pada kawasan rawan 

banjir di Kabupaten Bandung? 

2. Di mana saja lokasi prioritas kawasan rawan banjir yang dapat 

mendukung penentuan Potensi Objek Konsolidasi Tanah (POKT) di 

Kabupaten Bandung berdasarkan hasil analisis spasial? 

C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini disusun untuk menjawab permasalahan yang 

telah dirumuskan serta mendukung pencapaian sasaran penelitian secara 

sistematis. Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. menganalisis sebaran bahaya banjir, potensi dampak sosial 

ekonomi dan lingkungan, serta kesesuaian pemanfaatan ruang 

pada kawasan rawan banjir di Kabupaten Bandung. 

b. menentukan lokasi prioritas kawasan rawan banjir yang 

mendukung penentuan Potensi Objek Konsolidasi Tanah 

(POKT) di Kabupaten Bandung berdasarkan hasil analisis 

spasial. 
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2. Manfaat Penelitian 

Perumusan manfaat penelitian dimaksudkan untuk menjelaskan 

nilai kegunaan dari hasil penelitian yang dilakukan, baik dari sisi 

pengembangan ilmu pengetahuan maupun dari sisi penerapannya dalam 

praktik perencanaan dan kebijakan. Berdasarkan uraian di atas, manfaat 

penelitian ini adalah: 

a. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi 

terhadap pengembangan kajian di bidang penataan ruang dan 

pertanahan, khususnya dalam penerapan konsep Konsolidasi 

Tanah sebagai instrumen penataan ruang dan pertanahan pada 

kawasan rawan banjir. 

b. Manfaat Praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan 

pertimbangan awal bagi Pemerintah Daerah Kabupaten 

Bandung dan Kantor Pertanahan dalam menentukan lokasi 

prioritas kawasan rawan banjir yang dapat mendukung 

penentuan Potensi Objek Konsolidasi Tanah. 

c. Manfaat Kebijakan 

Penelitian ini diharapkan memberi masukan konseptual 

bagi penataan pertanahan dan pemanfaatan ruang, khususnya 

dalam memasukkan aspek kebencanaan banjir ke dalam 

perencanaan Konsolidasi Tanah secara lebih terarah. 

D. Batasan Masalah 

Batasan masalah disusun untuk menjaga kajian tetap terfokus pada tujuan 

penelitian dan mencegah pembahasan melebar ke hal yang kurang relevan. Batasan 

tersebut dirumuskan sebagai berikut: 

1. Penelitian dibatasi pada kawasan rawan banjir di wilayah administrasi 

Kabupaten Bandung. Kawasan ini diidentifikasi berdasarkan data 

Indeks Bahaya Banjir dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah 

(BPBD) Kabupaten Bandung. 
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2. Kajian difokuskan pada penyediaan masukan bagi tahap perencanaan 

Konsolidasi Tanah berupa analisis lokasi prioritas kawasan rawan 

banjir. Penelitian tidak menetapkan Potensi Objek Konsolidasi Tanah 

dan tidak membahas aspek teknis pelaksanaan, pembiayaan, 

mekanisme partisipasi masyarakat, maupun evaluasi pascapelaksanaan 

Konsolidasi Tanah. Hasil analisis diposisikan sebagai bahan pendukung 

bagi Kantor Pertanahan dalam menentukan Potensi Objek Konsolidasi 

Tanah pada kawasan rawan banjir. 

3. Penelitian dibatasi pada aspek fisik dan tata ruang dalam lingkup satu 

kabupaten. Analisis diarahkan pada kondisi fisik kawasan dan pola 

pemanfaatan ruang, sedangkan aspek yuridis bidang tanah, seperti 

status penguasaan dan pemilikan tanah, tidak dikaji karena memerlukan 

data pertanahan yang menjadi kewenangan Kantor Pertanahan. Aspek 

yuridis tersebut menjadi bagian dari analisis lanjutan setelah lokasi 

prioritas kawasan rawan banjir diperoleh. 

4. Penelitian ini menggunakan data sekunder dari dokumen Kajian Risiko 

Bencana BPBD Kabupaten Bandung dan tidak melakukan perhitungan 

ulang terhadap dokumen tersebut. Data sekunder yang digunakan 

berupa data bahaya banjir serta potensi dampak sosial, ekonomi, dan 

lingkungan. Data tersebut digunakan sebagai parameter pendukung 

analisis spasial untuk menentukan lokasi prioritas Potensi Objek 

Konsolidasi Tanah (POKT), bukan untuk membentuk indeks risiko 

banjir baru. 

5. Analisis kesesuaian penggunaan lahan terhadap RTRW dibatasi pada 

area terbangun di kawasan bahaya banjir karena penerapan Konsolidasi 

Tanah relevan diterapkan pada permukiman, bangunan, dan prasarana 

sampai aksesibilitas serta aktivitas masyarakat yang berhubungan 

langsung dengan kebutuhan penataan kawasan rawan banjir. 
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BAB VI 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian, kawasan bahaya banjir di Kabupaten 

Bandung mencakup luas 28.590,7 ha atau sekitar 16,42% dari luas wilayah 

kabupaten. Kelas bahaya banjir tinggi menjadi bagian terbesar, yaitu 10.718,9 

ha, diikuti kelas bahaya banjir rendah seluas 9.240,4 ha dan kelas bahaya banjir 

sedang seluas 8.631,4 ha. Sebaran bahaya banjir tersebut tidak merata dan 

banyak berkaitan dengan wilayah bertopografi rendah, berlereng landai, dekat 

dengan jaringan Sungai Citarum dan anak-anak sungainya, serta telah 

berkembang sebagai kawasan terbangun. Sebaran ini menegaskan banjir di 

Kabupaten Bandung berkaitan dengan genangan sekaligus dengan pola 

pemanfaatan ruang, perkembangan permukiman, dan kebutuhan penataan 

kawasan. 

Potensi dampak banjir di Kabupaten Bandung terlihat dari besarnya 

penduduk terpapar, potensi kerugian fisik, potensi kerugian ekonomi, dan 

potensi kerusakan lingkungan. Jumlah penduduk yang berpotensi terpapar 

banjir mencapai 2.413.272 jiwa. Potensi kerugian fisik dan ekonomi pada 

kawasan bahaya banjir mencapai sekitar Rp48,29 triliun, terdiri atas potensi 

kerugian fisik sebesar Rp12,24 triliun dan potensi kerugian ekonomi sebesar 

Rp36,05 triliun. Besarnya potensi dampak tersebut memperlihatkan bahwa 

kawasan rawan banjir di Kabupaten Bandung berhubungan langsung dengan 

ruang hunian, kegiatan ekonomi, aset fisik, prasarana kawasan, dan fungsi 

lingkungan. 

Hasil analisis kesesuaian pemanfaatan ruang mendapati area terbangun 

pada kawasan bahaya banjir mencapai 6.062,58 ha. Dari luasan ini, 5.697,65 

ha atau 93,98% berada pada kategori sesuai RTRW, sedangkan 364,93 ha atau 

6,02% tidak sesuai RTRW. Pada kelas bahaya banjir tinggi, area terbangun 

mencapai 2.178,09 ha, terdiri atas 1.935,98 ha sesuai RTRW dan 242,11 ha 

tidak sesuai RTRW. Sebagian besar area terbangun pada kawasan bahaya 

banjir masih berada pada arahan pola ruang yang sesuai, sehingga dapat 
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menjadi dasar awal untuk melihat peluang penataan. Area terbangun yang tidak 

sesuai RTRW perlu ditempatkan sebagai bagian yang memerlukan evaluasi 

dan pengendalian pemanfaatan ruang. 

Hasil integrasi skoring terhadap 218 desa/kelurahan yang berada pada 

kawasan bahaya banjir menghasilkan tiga kelas prioritas kawasan rawan banjir. 

Sebanyak 114 desa/kelurahan atau 52,29% berada pada prioritas rendah, 91 

desa/kelurahan atau 41,74% berada pada prioritas sedang, dan 13 

desa/kelurahan atau 5,96% berada pada prioritas tinggi. Komposisi tersebut 

menandakan tidak seluruh kawasan rawan banjir memiliki tingkat kebutuhan 

penataan yang sama. Prioritas tinggi hanya mencakup sebagian kecil wilayah, 

tetapi menjadi bagian yang paling perlu diperhatikan karena mempertemukan 

bahaya banjir, kawasan terbangun, potensi dampak sosial ekonomi dan 

lingkungan, serta kesesuaian pemanfaatan ruang. 

Lokasi prioritas tinggi kawasan rawan banjir tersebar pada Kecamatan 

Baleendah, Kecamatan Dayeuhkolot, Kecamatan Katapang, Kecamatan 

Margahayu, dan Kecamatan Margaasih. Dari kelompok prioritas tinggi 

tersebut, terdapat enam desa/kelurahan yang menjadi prioritas utama, yaitu 

Desa Manggahang, Desa Andir, dan Desa Rancamanyar di Kecamatan 

Baleendah, Desa Pasawahan dan Kelurahan Dayeuhkolot di Kecamatan 

Dayeuhkolot, serta Desa Sangkanhurip di Kecamatan Katapang. Keenam 

wilayah tersebut memiliki nilai prioritas tertinggi karena berada pada kawasan 

bahaya banjir tinggi, mempunyai potensi dampak sosial ekonomi dan 

lingkungan tinggi, berada pada kawasan terbangun, serta sesuai dengan arahan 

pemanfaatan ruang. Kecamatan Baleendah menjadi bagian yang paling 

dominan karena tiga wilayah prioritas utamanya mencakup luasan paling besar 

dibandingkan kecamatan lainnya. 

Hasil penentuan lokasi prioritas kawasan rawan banjir memperlihatkan 

bahwa perencanaan Konsolidasi Tanah pada kawasan rawan banjir perlu 

diarahkan secara selektif. Analisis prioritas dalam penelitian ini berfungsi 

sebagai dasar awal untuk memilah wilayah yang paling relevan ditelaah lebih 

lanjut, dan belum menjadi penetapan lokasi pelaksanaan Konsolidasi Tanah. 
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Konsolidasi Tanah pada kawasan rawan banjir dapat dipahami sebagai 

pendekatan penataan ruang dan pertanahan untuk memperbaiki keteraturan 

kawasan, akses lingkungan, drainase, ruang terbuka, jalur evakuasi, prasarana 

dasar, dan kualitas permukiman. Penilaian lanjutan pada skala yang lebih rinci 

tetap diperlukan sebelum suatu wilayah diarahkan sebagai lokasi pelaksanaan, 

terutama terkait kondisi bidang tanah, status penguasaan dan pemilikan tanah, 

kesiapan masyarakat, kebutuhan prasarana, dukungan kelembagaan, serta 

kelayakan teknis Kawasan. 

B. Saran 

1. Hasil penentuan lokasi prioritas kawasan rawan banjir dalam penelitian ini 

dapat menjadi masukan awal pada tahap Kajian Tata Ruang dalam 

perencanaan Konsolidasi Tanah. Untuk sampai pada penetapan lokasi, 

diperlukan tahapan lanjutan sesuai Petunjuk Teknis Perencanaan 

Penyelenggaraan Konsolidasi Tanah tahun 2025, yaitu penilaian status 

penguasaan tanah, pemetaan sosial dan analisis potensi kawasan, 

penyusunan desain awal, kesepakatan paling sedikit enam puluh persen 

peserta, dan penetapan lokasi melalui surat keputusan oleh instansi yang 

berwenang. 

2. Penetapan Objek Konsolidasi Tanah merupakan kewenangan 

Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional 

bersama pemerintah daerah. Kantor Pertanahan dan pemerintah daerah 

dapat menindaklanjuti hasil penelitian ini melalui peninjauan lapangan dan 

koordinasi lintas sektor untuk memastikan kelayakan kawasan sebelum 

ditetapkan sebagai lokasi Konsolidasi Tanah.
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